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BAB II 

PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM 

A. Pengertian Pernikahan Menurut Hukum Islam 

Pernikahan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya 

mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk bersetubuh 

(wathi’). Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan 

(coitus), juga untuk arti akad nikah.
24

 Pernikahan disebut juga pernikahan, 

dalam bahasa Indonesia pernikahan berasal dari kata nikah yang menurut 

bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan 

kelamin atau bersetubuh.  

Abdur Rahman Gazaly mengutip pendapat Muhammad Abu Israh 

memberikan definisi yang lebih, pernikahan ialah akad yang memberikan 

faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara 

laki-laki dan perempuan dan mengadakan tolong menolong, dan memberi batas 

hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.
25

 

Sedangkan menurut istilah hukum Islam terdapat beberapa definisi, 

diantaranya adalah:  
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Pernikahan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk 

membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan 

menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. 

Dalam kompilasi hukum Islam, pengertian pernikahan dinyatakan 

dalam pasal 2, sebagai berikut:Pernikahan menurut hukum Islam adalah 

pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk 

mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
26

 

B. Syarat dan Rukun Pernikahan 

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang 

menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. 

Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya 

merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara pernikahan 

umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti pernikahan 

tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap
27

. Keduanya mengandung 

arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah bagian dari hakikat 

pernikahan itu sendiri, seperti laki-laki, perempuan, wali dan akad nikah.
28

 

Sedangkan yang dimaksud syarat adalah sesuatu yang mesti ada di dalam 
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suatu pernikahan, tetapi tidak termasuk dari hakikat suatu pernikahan, 

misalnya syarat wali itu laki-laki, baligh, berakal dan sebagainya.
29

 

1. Rukun-rukun pernikahan: 

a. Calon Suami  

b. Calon Istri  

c. Wali Nikah  

d. Dua Orang Saksi  

e. Ijab dan Qabul.
30

 

2. Syarat-syarat pernikahan 

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya pernikahan itu ada dua: 

a. Calon mempelai perempuannya halal dinikah oleh laki-laki yang ingin 

menjadinya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang 

yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara 

maupun selama-lamanya. 

b. Akad nikahnya dihadiri para saksi.
31

 

 Secara rinci, masing-masing rukun di atas akan di jelaskan syarat-

syaratnya sebagai berikut: 

1) Syarat- syarat kedua mempelai 

a) Syarat-syarat pengantin laki-laki 
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Syari'at Islam menentuka beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh 

calon suami berdasarkan ijtihad para ulama', yaitu:
32

 

1. Calon suami beragama Islam 

2. Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul-betul laki-laki 

3. Orangnya diketahui dan tertentu  

4.  Calon mempelai laki-laki itu jelas hal nikah dengan calon istri 

5.  Calon mempelai laki-laki tahu/ kenal pada calon istri serta tahu       

betul calon istrinya halal baginya 

6. Calon suami rela (tidak di paksa) untuk melakukan pernikahan itu 

7. Tidak sedang melakukan ihram 

8.  Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri 

9.  Tidak sedang mempunyai istri empat. 

b) Syarat-syarat calon pengantin perempuan:
33

 

1. Beragama Islam atau ahli Kitab 

2. Terang bahwa ia perempuan, bukan khuntsa (banci) 

3. Perempuan itu tentu orangnya 

4. Halal bagi calon suami 

5. Perempuan itu tidak dalam ikatan pernikahan dan masih dalam 

iddah 
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6. Tidak dipaksa/ikhtiyar 

7. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.
34

 

2) Syarat-syarat Ijab Kabul 

Ijab dan Kabul dilakukan di dalam satu majlis, dan tidak boleh ada 

jarakyang lama antara ijab dan kabul yang merusak kesatuan akad dan 

kelangsungan akad dan masing-masing ijab dan kabul dapat di dengar dengan 

baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi. 

Adapun lafazd yang digunakan untuk akad nikah menurut Al-Syafi'I 

dan Hambali adalah lafazd nikah atau tazwij, yang terjemahannya adalah 

nikah dan nikah. Sebab kalimat-kalimat itu terdapat di dalam kitabullah dan 

sunnah.
35

 

3) Syarat-syarat Wali 

Menurut Syaikh Abu Syujak, yang terutama menjadi wali adalah 

ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, anak laki-lakinya saudara 

sekandung, anak laki-lakinya saudara laki-laki seayah, paman, anak laki-laki 

paman.
36

Wali hendaklah seorang laki-laki, Islam, baligh, berakal, merdeka, 

dan adil.
37
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4) Syarat-syarat Saksi
38

 

b) Berakal, bukan orang gila 

c) Baligh, bukan anak-anak 

d) Merdeka, bukan budak 

e) Islam 

f) Kedua orang saksi itu mendengar. 

Adapun Syarat-syarat yang fasid (rusak) dalam pernikahan, yaitu: 

1. Syarat yang fasid yang dapat membatalkan akad, diantaranya: 

a. Nikah Syighar, seseorang yang menikahkan anak perempuannya atau 

saudara perempuannya ataupun perempuan lain yang ada hak  

kewaliannya atas perempuan tersebut. Dengan syarat orang 

menikahkannya dengan anak perempuannya, saudara perempuannya 

 atau perempuan lainnya. 

b. Nikah Muhallil, menikahi perempuan yang telah di talak tiga dengan 

 syarat setelah menggaulinya kemudian mentalaknya, agar suami 

 pertama halal menikahi kembali. Atau menikahi dengan tujuan 

 penghalalan suami pertama atau ke duanya (orang yang menikahi 

 perempuan tersebut) telah bersepakat dengan suami pertama sebelum 

 menikah. 
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c. Nikah Mut'ah,
39

 disebut juga zawaj muaqqat (nikah sementara) dan 

zawaj munqathi (nikah kontrak), yaitu seorang laki-laki 

menyelenggarakan akad nikah dengan perempuan untuk jangka sehari 

atau sepekan atau sebulan batasan-batasan waktu lainnya yang telah 

diketahui.
40

 

مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَعَنْ وَعَنْهُ أَنَّ رَسُىْلَ الِله صَلَّى الُله عَلَّيْهِ وَسَلَّمَ) نَهى عَنْ 

 أَكْلِ الْحُمُرِ اْلَأهْلِّيَةِ يَىْمَ خَيْبَرَ ( 

Artinya: Dari Ali Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 

'alaihi wa Sallam melarang menikahi perempuan dengan mut'ah dan 

memakan keledai negeri pada waktu perang khaibar. Riwayat Imam Tujuh 

kecuali Abu Dawud.
41

 

2. Syarat yang fasid tetapi tidak membatalkan akad nikah:
42

 

a. Bila suami pada saat akad nikah mensyaratkan pengguguran beberapa 

hak istri, seperti istri tidak menerima mahar, atau istri tidak 

mendapatkan nafkah. pernikahannya tetap sah, syarat-syaratnya batal. 

b. Bila suami mensyaratkan istrinya seorang muslimah tetapi ternyata 

seorang ahli kitab, atau mensyaratkan perawan tetapi ternyata janda. 

Maka nikahnya sah dan baginya hak fasakh jika ia mau. 
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c. Bila suami menikahi perempuan yang dianggap merdeka tetapi ternyata 

perempuan tersebut budak, maka baginya khiyar (pilihan) bila sang istri 

orang yang halal dinikahi. 

 

C. Tujuan Nikah 

Tujuan Nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing 

individu yang akan melaksanakannya, karena lebih bersifat subyektif. Namun 

demikian ada tujuan umum disyari'atkannya pernikahan yaitu seperti halnya 

yang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan yaitu 

untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju 

kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.
43

 

Disamping tujuan umum dari disyari'atkannya pernikahan, masih 

terdapat tujuan-tujuan lain yang dapat dikemukakan secara rinci sebagai 

berikut: 

1. Nikah merupakan  jalan  terbaik  untuk  memiliki  anak, memperbanyak 

keturunan, sambil menjaga nasab yang dengannya bisa saling mengenal, 

bekerja sama, berlemah lembut dan saling tolong-menolong.  

2. Nikah merupakan jalan terbaik untuk menyalurkan kebutuhan biologis, 

menyalurkan syahwat dengan tanpa resiko terkena penyakit. 
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3. Nikah bisa dimanfaatkan untuk membangun keluarga solihah yang menjadi 

panutan bagi masyarakat, suami akan berjuang dalam bekerja, memberi 

nafkah dan menjaga keluarga, sementara istri mendidik anak, mengurus 

rumah dan mengatur penghasilan. Dengan demikian masyarakat akan 

menjadi benar keadaannya. 

4. Nikah akan memenuhi sifat kebapaan serta keibuan yang tumbuh dengan 

sendirinya ketika memiliki keturunan.  

5. Pernikahan merupakan suasana solihah yang menjurus kepada pembangunan 

serta ikatan kekeluargaan, memelihara kehormatan dan menjaganya dari 

segala keharaman,
44

 nikah juga untuk menjaga dan memelihara perempuan 

yang bersifat lemah itu dari pada  kebinasaan. Sebab seorang perempuan, 

apabila ia sudah nikah maka nafkahnya (belanjanya) jadi wajib atas 

tanggungan suaminya.
45

 Sehingga dapat menimbulkan suatu kelembutan, 

kasih sayang serta kecintaan diantara sumi istri. 

Adapun di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3,  tujuan dari 

pada disyari'atkannya pernikahan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah 

tangga yang  sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dan di dalam UU Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Pernikahan pasal 1 yaitu untuk membentuk keluarga yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami istri 
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perlu membina saling pengertian dan bantu-membantu serta mengembangkan 

kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan bersama 

spiritual dan materiil dalam waktu yang tak terbatas. 

Pasal ini sejalan dengan firman Allah: 

                      

                        

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan 

sayang.Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 

bagi kaum yang berfikir. (Q.S. al-Rum: 21).46 

Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan rasa kasih 

sayang akan terbentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, bahagia dan kekal. 

HadisNabi: 

ٍ  ريعا الله عنعه لَعالَ لَنَعا رَسُعىلُ اَللَّعهِ صعلّى الله علّيعه           عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْععُى

ََعبَاِ! َ مَعنِ اسْعتََ اَ        ََعرَ اَل ََوَْ, َ لََِنَعهُ أََ ع        وسلّم ) يَعا مَعْ ُُمُ اَلْبَعاءََ  لَلّْيَتَع مِعنْ

  لِلّْبَصَرِ َ وَأَحْصَنُ لِلّْفَرِْ, َ وَمَنْ لَمْ يَسْتَِ عْ لَعَلَّيْهِ بِالصَىْمِ ; لََِنَهُ لَهُ وِجَاءٌ (

 

Artinya: ‚Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah 

Shallallaahu'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, 

barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia nikah, karena 
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ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum 

mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu‛.47 

 

D. Larangan Pernikahan 

Larangan pernikahan atau Mahram berarti yang terlarang, sesuatu 

yang terlarang maksudnya ialah perempuan yang terlarang untuk 

dinikahi.
48

Ada bermacam-macam larangan menikah (nikah), antara lain: 

1. Larangan pernikahan karena berlainan agama 

2. Larangan pernikahan karena hubungan darah yang terlampau dekat 

3. Larangan pernikahan karena hubungan susuan 

4. Larangan pernikahan karena hubungan semenda 

5. Larangan pernikahan poliandri 

6. Larangan pernikahan terhadap perempuan yang di li'an  

7. Larangan pernikahan (menikahi) perempuan/laki-laki pezina 

8. Larangan pernikahan dari bekas suami terhadap perempuan (bekas istri 

yang di talak tiga) 

9. Larangan nikah bagi laki-laki yang telah beristri empat.
49
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Allah telah menjelaskan di dalam firmannya, perempuan-perempuan 

yang haram untuk dinikahi, yaitu surat al-Nisa’ayat 23: 

                      

                      

                          

                        

                        

                         

 

Artinya: Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-anakmu yang 

perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu 

yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak 

perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari 

saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; 

saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak 

isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, 

tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu 

ceraikan), Maka tidak berdosa kamu menikahinya; (dan diharamkan bagimu) 

isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam 

pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada 

masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang.50 
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Secara garis besar larangan pernikahan dengan seorang perempuan 

yang telah disepakati ada dua macam yaitu: 

1. Larangan selamanya (Mahram Muabbad) 

Adalah perempuan yang tidak boleh dinikahi sepanjang masa atau tidak 

boleh dinikahi untuk selama-lamanya. 

2.  Larangan sementara (Mahram Ghairu Muabbad)  

Adalah perempuan yang tidak boleh dinikahi sementara waktu, 

bilakeadaan berubah haram sementaranya hilang menjadi halal.
51

 

1. Larangan pernikahan untuk selamanya (Mahram Muabbad), terbagi menjadi 

tiga kelompok, yaitu: 

a. Haram dinikahi karena faktor keturunan (nasab), yaitu: 

1. Ibu dan seterusnya ke atas 

2. Anak perempuan dan seterusnya ke bawah 

3. Saudara perempuan 

4. Bibi (dari ayah) 

5. Bibi (dari ibu) 

6. Puteri dari saudara laki-laki 

7. Puteri dari saudara perempuan 

Ketentuan perempuan yang haram dinikahi karena faktor nasab, semua 

kerabat seorang laki-laki yang mempunyai hubungan nasab, haram baginya 
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untuk menikahinya, kecuali sepupunya (baik puteri paman atau bibi dari jalur 

ayah atau ibu).
52

 

Sebaliknya seorang perempuan tidak boleh nikah untuk selama-

lamanya karena faktor keturunan atau nasab dengan laki-laki tersebut di 

bawah ini:
53

 

1.  Ayah, ayahnya ayah dan ayahnya ibu dan seterusnya ke atas 

2.  Anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki atau anak perempuan, 

dan seterusnya ke bawah. 

3.  Saudara-saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu 

4. Saudara-saudara laki-laki ayah, kandung, seayah atau seibu dengan 

ayah; saudara laki-laki kakek, kandung atau seayah atau seibu dengan 

kakek, dan seterusnya ke atas. 

5.  Saudara-saudara laki-laki ibu, kandung, seayah atau seibu dengan ibu; 

saudara laki-laki nenek, kandung, seayah atau seibu dengan nenek dan 

seterusnya ke atas. 

6. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; cucu laki-

laki dari saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu dan seterusnya 

menurut garis lurus ke bawah. 
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7.  Anak laki-laki dari saudara perempuan, kandung, seayah  atau seibu; 

cucu laki-laki dari saudara perempuan kandung, seayah atau seibu dan 

seterusnya dalam garis lurus ke bawah. 

b. Haram dinikahi karena faktor Mushaharah (pernikahan), yaitu: 

1. Ibu isteri (ibu mertua), dan tidak dipersyaratkan tahrim 

(pengharaman) ini suami harus dukhul ‚bercampur‛ lebih dahulu. 

Meskipun hanya sekedar akad nikah dengan putrinya, maka sang ibu 

menjadi haram atas menantu tersebut. 

2. Anak perempuan dari istri yang sudah didukhul (dikumpuli), oleh 

karena itu, manakala akad nikah dengan ibunya sudah dilangsungkan 

namun belum sempat (mengumpulinya), maka anak perempuan 

termaksud halal bagi mantan suami ibunya itu. Hal ini didasarkan 

pada firman Allah:  
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Anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang Telah 

kamu campuri, Tetapi jika kalian belum bercampur dengan istri kalian itu 

(dan sudah  kalian ceraikan), maka tidak berdosa kalian 

menikahinya. (QS. al- Nisa’: 23).
54

 

 

3.  Istri anak (menantu perempuan), ia menjadi haram dinikah hanya 

sekedar dilangsungkannya akad nikah. 

4.  Istri bapak (ibu tiri) diharamkan atas anak menikahi istrinya bapak 

dengan sebab hanya sekedar terjadinya akad nikah dengannya. 
55

 

 c.   Haram dinikahi karena faktor susuan, yaitu:
56

 

1.  Ibu yang menyusui. Karena, ia menjadi ibu bagi anakyang disusuinya 

2. Ibu dari ibu yang menyusui (nenek). Karena, ia telah menjadi 

neneknya. 

3.  Ibu dari suami perempuan yang menyusui. Karena, ia juga menjadi  

neneknya. 

4.  Saudara perempuan ibu yang menyusui. Karena, ia menjadi bibi bagi 

yang disusui. 

                                                           
54

Yayasan penyelenggara penterjemah/pentafsir Al-Qur'an, Op. cit, h. 120 
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Abdul ‘Azhim bin Badawi al-Khalafi, Op.cit,  h. 570 

56
Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Fiqih Perempuan, Terj: M. Abdul Gaffar E.M, 

(Jakarta timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008), Cet. 1, h. 414-415 
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5.  Saudara perempuan dari suami ibu yang menyusui. Karena, ia juga 

menjadi bibi bagi yang disusui dari pihak bapak 

6.  Cucu perempuan dari ibu yang menyusui. Karena, mereka adalah 

kemenakan bagi anak yang disusui tersebut. 

7.   Saudara perempuan dari bapak dan ibu. 

Saudara perempuan dari bapak dan ibu yang menyusui. Yaitu 

perempuan yang dususui, baik berbarengan dengan anak yang disusuinya 

maupun sebelum atau sesudahnya. Begitu pula dengan saudara 

perempuan dari bapak susuan, yaitu perempuan yang disusui oleh istri 

bapak. Juga saudara perempuan dari ibu susuan, yaitu perempuan yang 

disusui oleh ibu dengan air susu yang keluar dari suami lain. 

2.   Larangan sementara (Mahram Ghairu Muabbad) 

Perempuan-perempuan yang haram dinikahi tidak untuk selamanya 

(bersifat sementara), adalah sebagai berikut: 

a. Dua perempuan bersaudara haram dinikahi oleh seorang laki-laki dalam 

waktu yang bersamaan; maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu 

yang bersamaan. Apabila menikahi mereka berganti-ganti, seperti 

seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, kemudian perempuan 

tersebut meninggal atau di cerai, maka laki-laki itu tidak haram 
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menikahi adik atau kakak perempuan dari perempuan yang telah 

meninggal dunia tersebut.  

Keharaman mengumpulkan dua perempuan dalam satu pernikahan, ini 

juga diberlakukan terhadap dua orang yang mempunyai hubungan keluarga 

bibi dan kemenakan. Larangan ini dinyatakan dalam sebuah hadist Nabi 

riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah: 

اَنَّ النَّبِيُّ صلى  ا  لىهلو لملىَ َََ ل  اَنّج مَعجَ ليَ ََلهجمَ اجلَ لوجعَمِّ لَلََ بَِ لَلَََهجمَ اجلَ لوجعَمِّ          

 لَخََلَبَِ َ

"Sesungguhnya Rasulullah saw melarang mengumpulkan (sebagai istri) 

antara seorang perempuan dengan 'ammah atau khalan (bibinya)57 

b. Perempuan yang terikat pernikahan dengan laki-laki lain, haram dinikahi 

oleh seorang laki-laki. 

c. Perempuan yang sedang dalam iddah, baik iddah cerai maupun iddah 

ditinggal mati berdasarkan firman Allah surat al-Baqarah ayat 228 dan 

234 

d. Perempuan yang ditalak tiga, haram nikah lagi dengan bekas suaminya 

kecuali kalau sudah nikah lagi dengan orang lain dan telah berhubungan 

kelamin serta dicerai oleh suami terakhir itu dan telah habis masa 

iddahnya. 

                                                           
57

Dani Hidayat, Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam versi 2.0, (Tasikmalaya: Pustaka Al-

Hidayah, 2008), Hadis No. 1018 
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e. Perempuan yang sedang melakukan ihram, baik ihram umrah maupun 

ihram haji, tidak boleh dinikahi. Hal ini berdasarkan hadis Nabi saw yang 

diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Usman bin Affan: 

 لَهَنّجكِحُ اجلَ حجوَمُ لَلَامُنّجكِحَ لَلَامَخجطُبُ 

"Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh 

menikahkan, dan tidak boleh pula meminang"58 

 

f. Perempuan musyrik, haram dinikah. Yang dimaksud perempuan musrik 

ialah yang menyembah selain Allah.
59

 

E. Kedudukan Anak Dalam Hukum Islam 

Dalam hukum Islam kedudukan anak-anak didalam pewarisan dapat 

dilihat dalam al-Qur’an surah al-nisa’ ayat 7 yang menyebutkan : 

                        

                        

‛Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan 

kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta 
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Dani Hidayat, opcit  hadis no. 1019 
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DR. H. Abd. Rahman Ghazaly, M.A., Op.cit, h. 112-114 
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peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut 

bahagian yang telah ditetapkan‛.60 

Dalam surah al-Nisa’ ayat 7 ini jelas terlihat bahwa anak-anak baik 

perempuan maupun laki-laki ada hak dan merupakan yang utama didalam 

mewaris.
61

 

1. Anak angkat 

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengambil anak orang 

lain kedalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang 

yang mengambil anak dan diangkat timbul suatu hubungan hukum. 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pengangkatan anak 

tidak diatur akan tetapi lembaga penganggkatan anak diatur dalam staatblad 

1917 no. 129 yang pada pokoknya di dalam peraturan tersebut ditetapkan, 

pengangkatan anak adalah pengangkatan seorang anak laki-laki sebagai anak 

oleh seorang laki-laki yang telah beristri atau pernah beristri yang tidak 

mempunyai keturunan laki-laki. Jadi hanya anak laki-laki saja yang dapat 

diangkat. Akan tetapi menurut yurisprudensi dinyatakan bahwa anak 

perempuan dapat diangkat sebagai anak oleh seorang ibu yang tidak 

mempunyai anak. 
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Yayasan penyelenggara penterjemah/pentafsir Al-Qur'an, Op. cit, h. 79 
61

Soedaryo soimin, Hukum Orang Dan Keluarga(Jakarta, Sinar Grafika, 1992) cet pertama, 

hal 34-35 
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2. Status hukum anak zina
62

 

Adapun anak zina ialah anak yang lahir diluar pernikahan yang sah, 

sedangkan pernikahan yang diakui di Indonesia adalah pernikahan yang 

dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan 

dicatat menurut undang-undang yang berlaku [pasal 2 (1) dan (2) UU No. 1 

tahun 1974]. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat dari 

KUA untuk mereka yang melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, 

berdasarkan ketentuan pasal dan ayat-ayat tersebut, maka pernikahan 

penduduk di Indonesia yang dilakukan menurut hukum Islam misalnya, tetapi 

tidak dicatat oleh pegawai pencatat dari KUA, tetapi pernikahan tersebut 

dilakukan tidak sesuai dengan hukum agamanya maka pernikahan tersebut 

tidak sah menurut Negara, anak yang lahir diluar pernikahan yang sah itu 

hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya 

(pasal 43 (1) PP No. 9/1975) 

Menurut hukum perdataIslam, anakzinaitusucidarisegaladosa orang 

yang menyebabkaneksistensinya di duniaini, sesuaidenganhadisberikut: 

حدثنا آدم حدثنا ابن أبِ ذئب عن الزىرُ عن أبِ سلوت بن عبد الرحون 

كل قال النبِ صلَ الله علْو ً سلن  عن أبِ ىرّرة رضِ الله عنو قال :
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Masjfukzuhdi, MasailFiqhiyah(Jakarta, Midas Surya Grafindo 1997) cetkesepuluh, hal 38-40 
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جسانو كوثل البيْوت هٌلٌد ٌّلد علَ الفطرة فأبٌاه ّيٌدانو أً ّنصراه أً ّو

 تنتج البيْوت ىل ترٍ فْيا جدعاء

Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Ibn 

Abi Dzib dari al-Zuhri dari Abu Salamah Ibn Abd al-Rahman dari Abu 

Hurairah r.a., ia telah berkata: Rasulullah s.a.w. telah bersabda: "Tidak ada 

anak yang dilahirkan, kecuali dilahirkan atas kesucian. Dua orang tuanyalah 

yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi sebagaimana binatang itu 

dilahirkan dengan lengkap. Apakah kamu melihat binatang lahir dengan 

terputus (hidung, telinga, dan sebagainya)63 

 

FirmanAllah : 

              

Artinya :(yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul 

dosa orang lain (al-Najm 38)
64

 

 

Menurut hukum adat, apabila seorang istri melahirkan seorang anak 

sebagi akibat hubungan gelap dengan seorang laki-laki bukan suaminya, 

maka si suami menjadi ayah dari anak yang dilahirkan tadi, kecuali apabila 

suami berdasar alasan-alasan yang dapat diterima oleh masyarakat hukum 

adat, menolaknya. Terhadap anak-anak hasil dia luar pernikahan, hukum adat 

diperbagai daerah tidak mempunyai pandangan yang sama. Akan tetapi pada 

dasarnya hal itu tercela . 
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Dani Hidayat, opcit  hadis no. 985 
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Yayasan penyelenggara penterjemah/pentafsir Al-Qur'an, Op. cit, h. 528 
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Anak yang lahir di luar pernikahan tidak mempunyai ikatan 

kekeluargaan, menurut hukum dengan yang menikahinya. Oleh karena itu 

anak hanya mewarisi dari ibunya dan keluarga dari ibu, seperti dikatakan SA 

Hakim SH di dalam hukum adat pernikahan dan perwarisan.  

Menurut hukum Islam, anak luar nikah tidak dapat diakui maupun di sahkan 

oleh bapaknya (bapak biologisnya). Anak-anak tersebut hanya mempunyai 

hubungan hukum dengan ibunya. Tetapi si anak tetap mempunyai ibu yaitu 

seorang perempuan yang melahirkannya, dengan pengertian bahwa antara 

anak dan ibu itu ada hubungan hukum dan sama seperti halnya dengan anak 

sah yang mempunyai bapak. Menurut buku Dr. Wirjono, hakikat dalam 

hukum Islam disebutkan ada kemungkinan seorang anak hanya mempunyai 

ibu dan tidak mempunyai bapak. Jadi status anak yang lahir di luar 

pernikahan menurut hukum Islam adalah anak tidak sah yang tidak 

mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya.  

3. Sah seorang anak 

Adakalanya ibu yang tidak nikah melahirkan anak kalau itu terjadi 

maka dalam hubungan hukum seorang anak itu hanya mempunyai ibu tidak 

mempunyai bapak dan apabila seorang anak yang dilahirkan seorang istri, 

tapi suaminya mempunyai keyakinan bahwa anak yang dilahirkan itu adalah 

hasil persetubuhan dengan lak-laki lain pihak ketiga maka suami dapat 

memilih salah satu dari dua pilihan yakni pertama, Ia diam saja, tidak 
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menyatakan penyangkalan maka anak yang dilahirkan itu adalah anak sah 

dari suami istri tersebut dan kedua, Ia dapat memungkiri anak tersebut 

sebagai anaknya. Tapi harus membuktikan bahwa istrinya telah berzina 

dengan laki-laki lain. 

Menurut hukum Islam anak yang sah dilahirkan sekurang-kurangnya 

enam bulan semenjak pernikahan orangtuanya, tidak perduli apakah anak itu 

lahir sewaktu orangtuanya masih terikatdalam pernikahan ataukah sudah 

berpisah karena wafatnya si suami atau karena perceraian masa hidupnya, 

dalam hal masa iddah bagi istri adalah selama masih mengandung anaknya 

ditambah 40 hari sesudah lahirnya, jika anak itu lahir sebelum genap 

jangkawaktu 177 hari atau 6 bulan maka anak itu hanya sah bagi ibunya dan 

si suami dapat memungkiri bahwa ia adalah anaknya yang sah.
65
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